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	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	
	

	Menimbang:
	
	
	

	a. bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi memiliki karakteristik khusus yang menggabungkan unsur pelindungan asuransi dan pengelolaan investasi, sehingga memerlukan pengaturan yang memadai untuk memastikan transparansi, kehati-hatian, dan pelindungan pemegang polis;
	a. 
	b. 
	c. 

	b. bahwa peraturan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang saat ini berlaku perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar untuk menunjang keberlanjutan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi;
	d. 
	e. 
	f. 

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi;
	g. 
	h. 
	i. 

	Mengingat:
	
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	1. 
	2. 
	3. 

	2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

		
	
	
	

	Menetapkan  : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB I
	
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	
	

	Pasal 1
	Cukup jelas.
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	
	
	

	1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 
	
	
	

	2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
	
	
	

	3. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 
	
	
	

	4. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
	
	
	

	5. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
	
	
	

	6. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. 
	
	
	

	7. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
	
	
	

	8. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
	
	
	

	9. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik. 
	
	
	

	10. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. 
	
	
	

	11. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
	
	
	

	12. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
	
	
	

	13. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
	
	
	

	14. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
	
	
	

	15. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
	
	
	

	16. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
	
	
	

	17. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.
	
	
	

	18. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
	
	
	

	19. Nilai Aset Bersih yang selanjutnya disingkat NAB adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari Subdana.
	
	
	

	20. Nilai Tunai adalah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada waktu tertentu, sebelum memperhitungkan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sehubungan dengan penarikan dana atau pembatalan/pengakhiran Polis Asuransi.
	
	
	

	21. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB II
	
	
	

	PENYELENGGARAAN PAYDI
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kesatu
	
	
	

	Kriteria Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang Dapat Menyelenggarakan PAYDI
	
	
	

	Pasal 2
	
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib setiap saat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	
	
	

	a. memiliki Aktuaris Perusahaan;
	Cukup jelas.
	
	

	b. memiliki tenaga pengelola investasi;
	Cukup jelas.
	
	

	c. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
	Cukup jelas.
	
	

	d. memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI.
	Sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI meliputi fungsi pemasaran, underwriting, administrasi dan akuntansi, aktuaria, keuangan termasuk pengelolaan investasi, penyelesaian dan administrasi klaim, pelayanan dan penanganan pengaduan, manajemen risiko, dan audit internal.
	
	

	(2) Tenaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial di bidang pengelolaan investasi;
	
	
	

	c. tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, serta pada fungsi lain pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sama;
	
	
	

	d. bertindak sebagai penanggung jawab fungsi pengelolaan investasi;
	
	
	

	e. merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara; dan
	
	
	

	f. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal tenaga pengelola investasi tersebut pernah bekerja pada perusahaan efek.
	
	
	

	(3) Sistem informasi yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan paling sedikit melalui penyediaan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. ilustrasi pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta; 
	
	
	

	b. informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, untuk dicantumkan dalam situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; 
	
	
	

	c. informasi harian Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta
	
	
	

	d. laporan perkembangan Nilai Tunai; 
	
	
	

	e. laporan perkembangan Subdana; 
	
	
	

	f. laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; dan
	
	
	

	g. informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 3
	
	
	

	Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan PAYDI, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki modal inti paling sedikit:

	Yang dimaksud dengan modal inti adalah penjumlahan modal inti tidak terbatas (tier 1 unlimited capital) dan modal inti terbatas (tier 1 limited capital) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
	
	

	a. bagi Perusahaan Asuransi:
	
	
	

	1. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
	
	
	

	2. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau
	
	
	

	b. bagi Perusahaan Asuransi Syariah:
	
	
	

	1. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
	
	
	

	2. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Desain PAYDI
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 1
	
	
	

	Kriteria PAYDI
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	
	
	

	(1) PAYDI wajib memenuhi kriteria:
	
	
	

	a. memiliki proporsi pelindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan hasil investasi; 
	Yang dimaksud “risiko kematian” bagi:
1. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan 
2. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah risiko kematian alami dan/atau risiko kematian akibat kecelakaan diri.
	
	

	b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
	Cukup jelas
	
	

	c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
	Cukup jelas
	
	

	(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membentuk satu atau lebih Subdana dalam rangka memberikan manfaat yang dikaitkan dengan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
	Pembentukan Subdana dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau bukan unit.
	
	

	(3) Bagi Perusahaan Asuransi, nama Subdana dari PAYDI harus memenuhi ketentuan: 
	
	
	

	a. memuat kata yang mencirikan strategi investasi yang dimiliki; dan 
	Pemilihan kata yang mencirikan strategi investasi yang dimiliki agar tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda.
	
	

	b. tidak menggunakan kata “syariah” atau kata lain yang memiliki makna sama.
	Contoh: 
Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang atau money market, untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap atau obligasi.
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan penafsiran bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.
	
	

	(4) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, nama Subdana dari PAYDI harus memenuhi ketentuan: 
	
	
	

	a. memuat kata yang mencirikan strategi investasi yang dimiliki; dan 
	Lihat penjelasan ayat (3) huruf a.
	
	

	b. menggunakan kata “syariah” atau kata lain yang memiliki makna sama. 
	Contoh:
Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang syariah atau sharia money market, untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap syariah atau sukuk.
Ketentuan ini untuk menunjukkan bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.
	
	

	(5) Ketentuan masa pertanggungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling singkat 5 (lima) tahun.
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Strategi investasi yang spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk setiap Subdana meliputi:
	
	
	

	a. strategi investasi pasar uang;
	Cukup jelas.
	
	

	b. strategi investasi pendapatan tetap;
	Cukup jelas.
	
	

	c. strategi investasi saham;
	Cukup jelas.
	
	

	d. strategi investasi exchange trade fund emas atau komoditas lainnya;
	
	
	

	e. strategi investasi campuran:
	Cukup jelas.
	
	

	f. strategi investasi pasar uang syariah; 
	Cukup jelas.
	
	

	g. strategi investasi pendapatan tetap syariah; 
	Cukup jelas.
	
	

	h. strategi investasi saham syariah;
	Cukup jelas.
	
	

	i. strategi investasi campuran syariah; 
	Cukup jelas.
	
	

	j. strategi investasi lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Pemilihan strategi investasi lain setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai jenis investasi dari PAYDI sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
	
	

	(7) Pemilihan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. bagi strategi investasi pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, penempatan  investasi dilakukan atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka, unit penyertaan reksa dana pasar uang, dan/atau unit penyertaan exchange trade fund pasar uang;
	
	
	

	b. bagi strategi investasi pendapatan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, penempatan investasi dilakukan atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap, dan/atau exchange trade fund pendapatan tetap;
	
	
	

	c. bagi strategi investasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas, unit penyertaan reksa dana saham, dan/atau exchange trade fund saham;
	
	
	

	d. bagi strategi investasi exchange trade fund emas atau komoditas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk unit penyertaan exchange trade fund emas dan/atau exchange trade fund komoditas lainnya;
	
	
	

	e. bagi strategi investasi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, strategi investasi saham, dan/atau strategi investasi exchange trade fund emas atau komoditas lainnya dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana;
	
	
	

	f. bagi strategi investasi pasar uang syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, penempatan  investasi dilakukan atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka syariah, unit penyertaan reksa dana syariah pasar uang, dan/atau unit penyertaan exchange trade fund syariah pasar uang;
	
	
	

	g. bagi strategi investasi pendapatan tetap syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga syariah, unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap, dan/atau exchange trade fund syariah pendapatan tetap;
	
	
	

	h. bagi strategi investasi saham syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah, unit penyertaan reksa dana syariah saham, dan/atau exchange trade fund syariah saham; dan
	
	
	

	i. bagi strategi investasi campuran syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i, penempatan  investasi dilakukan atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, strategi investasi saham, dan/atau strategi investasi exchange trade fund emas atau komoditas lainnya dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana.
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 2
	
	
	

	Nilai Uang Pertanggungan Asuransi atau Nilai Manfaat Asuransi Syariah
	
	
	

	Pasal 5
	
	
	

	(1) Besaran manfaat perlindungan terhadap risiko kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi atau manfaat asuransi syariah.

	Cukup jelas.
	
	

	(2) Nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar:
	Cukup jelas.
	
	

	a. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
	
	
	

	b. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
	
	
	

	(3) Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang asing paling sedikit sebesar:
	Cukup jelas.
	
	

	a. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
	
	
	

	b. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
	
	
	

	(1) 
(2) 
(3) 
(4) Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebesar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah setelah dikurangi uang pertanggungan atas produk asuransi tambahan yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian pada PAYDI (accelerated death benefit).
	Yang dimaksud dengan accelerated death benefit adalah fitur pada produk asuransi jiwa yang memungkinkan sebagian uang pertanggungan dibayarkan lebih awal kepada Tertanggung atau Peserta apabila mengalami kondisi tertentu
Ilustrasi Accelerated Death Benefit (ADB) pada Perusahaan Asuransi:
· Uang pertanggungan awal: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
· Ketentuan ADB: maksimal 50% (lima puluh persen) dari uang pertanggungan dapat dicairkan apabila Tertanggung didiagnosis penyakit terminal sesuai ketentuan Polis Asuransi. 
· Tertanggung didiagnosis penyakit terminal dan mengajukan ADB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pembayaran manfaat:
· Saat klaim ADB disetujui, Perusahaan Asuransi membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tertanggung. 
· Sisa uang pertanggungan setelah pembayaran ADB menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
· Ketika Tertanggung meninggal dunia di kemudian hari, ahli waris menerima manfaat meninggal dunia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana nilai tersebut belum memperhitungkan biaya atau penyesuaian lain sesuai Polis Asuransi.
	
	

	(5) Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk Premi atau Kontribusi yang secara khusus ditujukan untuk penambahan Nilai Tunai.
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 3
	
	
	

	Nilai Tunai 
	
	
	

	Pasal 6
	
	
	

	(1) Besaran manfaat yang dikaitkan dengan hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan Nilai Tunai pada waktu tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam desain PAYDI, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Nilai Tunai untuk PAYDI wajib memenuhi ketentuan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. bagi PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu; dan 
	
	
	

	b. bagi PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, ditambah hasil pengembangan dana, dan dikurangi biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
	
	
	

	(4) Nilai penebusan Polis Asuransi PAYDI paling sedikit sebesar Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat pengakhiran Polis Asuransi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dikurangi dengan biaya sehubungan dengan pengakhiran Polis Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis Asuransi.
	Nilai penebusan biasa dikenal dengan istilah surrender value.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 4
	
	
	

	Polis Asuransi
	
	
	

	Pasal 7
	
	
	

	(1) Polis Asuransi untuk PAYDI dilarang mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Polis Asuransi untuk PAYDI wajib memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan paling sedikit memuat:
	
	
	

	a. cara pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis, serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal dilakukan pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis; 
	Periode mempelajari polis biasa dikenal dengan istilah free look period.
	
	

	b. nama Subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari Subdana; 
	Cukup jelas.
	
	

	c. pembentukan Subdana, meliputi tata cara dan waktu: 
	Cukup jelas.
	
	

	1. alokasi Premi atau Kontribusi untuk investasi Subdana; 
	
	
	

	2. alokasi hasil investasi untuk masing-masing Subdana;
	
	
	

	3. pembebanan biaya untuk masing-masing Subdana, termasuk besaran biaya;
	
	
	

	4. penghitungan NAB; dan 
	
	
	

	5. penghitungan NAB per unit untuk Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit;
	
	
	

	d. pembentukan Nilai Tunai, meliputi tata cara, waktu, dan NAB atau NAB per unit yang digunakan sebagai acuan dalam:
	Cukup jelas.
	
	

	1. alokasi Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai; 
	
	
	

	2. pembebanan biaya atas Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai, termasuk besaran biaya;
	
	
	

	3. pengalihan Subdana;
	
	
	

	4. penarikan sebagian Nilai Tunai; 
	
	
	

	5. penarikan seluruh Nilai Tunai; 
	
	
	

	6. alokasi hasil investasi kepada masing-masing  Tertanggung atau Peserta untuk PAYDI yang  dinyatakan dalam bentuk bukan unit; dan 
	
	
	

	7. penghitungan saldo Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta;
	
	
	

	e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi; 
	Cukup jelas.
	
	

	f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut; 
	Cukup jelas.
	
	

	g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran Polis Asuransi;
	Cukup jelas.
	
	

	h. hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk: 
	
	
	

	1. memilih 1 (satu) atau lebih Subdana, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana; 
	Cukup jelas.
	
	

	2. memindahkan dana dari 1 (satu) Subdana ke Subdana yang lain, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana; dan 
	Cukup jelas.
	
	

	3. tidak membayar Premi atau Kontribusi dalam suatu periode tertentu atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, beserta tata cara pemberlakuan dan konsekuensinya, dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan secara berkala;
	Tidak membayar Premi atau Kontribusi dalam suatu periode tertentu biasa dikenal dengan istilah cuti premi/kontribusi atau premium/contribution holiday.
	
	

	i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan
	Cukup jelas.
	
	

	j. biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal Pemegang Polis tidak membatalkan Polis Asuransi setelah periode pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kecuali Tertanggung atau Peserta telah:
	
	
	

	a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan underwriting; dan 
	Pemeriksaan kesehatan biasa dikenal dengan istilah medical check-up.
	
	

	b. memahami konsekuensi masa tunggu
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Ketentuan mengenai cuti Premi atau Kontribusi bagi PAYDI hanya dapat diberlakukan atas permintaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi atau Kontribusi. 
	Yang dimaksud cuti Premi atau Kontribusi adalah kondisi dimana Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi, namun pertanggungan atau kepesertaan tetap berlaku dan Perusahaan tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 5
	
	
	

	Pertanggungan Asuransi Tambahan dan Fitur Tambahan pada PAYDI
	
	
	

	Pasal 8
	
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menambahkan produk asuransi tambahan dengan persetujuan dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta.
	Produk asuransi tambahan biasa dikenal dengan istilah rider.
	
	

	(2) Pertanggungan produk asuransi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam perhitungan nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI yang memberikan produk asuransi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fitur tambahan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib:
	Contoh fitur tambahan: loyalty bonus, bonus Premi atau Kontribusi top-up, dan bonus pengembalian biaya administrasi dalam hal terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam Polis Asuransi.
	
	

	a. memperhitungkan manfaat asuransi tambahan dan fitur tambahan dalam penetapan Premi atau Kontribusi;
	
	
	

	b. memperhitungkan manfaat asuransi tambahan dan fitur tambahan dalam pembentukan cadangan atau penyisihan teknis; dan 
	
	
	

	c. memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi Tertanggung atau Peserta yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh manfaat asuransi tambahan dan fitur tambahan. 
	
	
	

	(4) Perusahaan Asuransi Umum dilarang menawarkan produk asuransi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain produk asuransi untuk perorangan pada lini usaha asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, dan/atau asuransi harta benda.
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi tambahan dan fitur tambahan pada PAYDI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
	
	
	

	Tenaga Pemasar
	
	
	

	Pasal 9
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Dalam melakukan pemasaran PAYDI, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memastikan bahwa tenaga pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:
	
	
	

	a. penetapan standar pelatihan bagi tenaga pemasar PAYDI; dan
	
	
	

	b. pelaksanaan pelatihan mengenai PAYDI yang dipasarkan dan setiap perubahannya yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau pihak eksternal.
	
	
	

	(2) Tenaga pemasar PAYDI wajib memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan bidang usahanya.
	
	
	

	(3) Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransi bersama yang merupakan PAYDI wajib memiliki perjanjian kerja sama keagenan dengan masing-masing perusahaan yang melakukan koasuransi dalam rangka produk asuransi bersama yang merupakan PAYDI tersebut.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat
	
	
	

	Sanksi Administratif
	
	
	

	Pasal 10
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (3) ayat (4), dan/atau Pasal 9  dikenakan sanksi administratif berupa: 
	
	
	

	a. peringatan tertulis; 
	
	
	

	b. larangan untuk memasarkan PAYDI; dan/atau 
	
	
	

	c. penurunan tingkat kesehatan. 
	
	
	

	(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. 
	
	
	

	(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	Cukup jelas.
	
	

	Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB III
	
	
	

	PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PAYDI
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kesatu
	
	
	

	Umum
	
	
	

	Pasal 12
	Cukup jelas.
	
	

	Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib:
	
	
	

	a. melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap Subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; 
	
	
	

	b. memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI;
	
	
	

	c. menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan liabilitas selain Subdana. 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mengalihkan aset dan liabilitas Subdana kepada aset dan liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah:
	Cukup jelas.
	
	

	a. wajib melakukan pemisahan pencatatan aset dan liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
	
	
	

	b. dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan 
	
	
	

	c. wajib mengelola bagian premi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih Pemegang Polis atau Tertanggung.
	
	
	

	(4) Larangan pengalihan aset dan liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan Pemegang Polis atau Tertanggung.
	Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait. 
Yang dimaksud dengan "tidak merugikan Pemegang Polis atau Tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi. 
Contoh 1: 
Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu Pihak, sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu yang sama, dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A. 
Contoh 2: 
Subdana 1 membutuhkan likuiditas, sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup. Maka, perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1, dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Kecukupan dan Alokasi Premi atau Kontribusi
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 14
	
	
	

	(1) Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertanggungan atau kepesertaan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib: 
	
	
	

	a. menetapkan Premi atau Kontribusi yang cukup untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan untuk pembentukan Nilai Tunai, sepanjang periode asuransi;
	Biaya-biaya termasuk cost of insurance (COI) dari asuransi dasar, asuransi tambahan dan seluruh fitur tambahan.
	
	

	b. melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atas:
	Cukup jelas.
	
	

	1. kecukupan Premi atau Kontribusi untuk membayar seluruh biaya sepanjang periode asuransi; dan 
	
	
	

	2. kecukupan Premi atau Kontribusi untuk membentuk Nilai Tunai.
	
	
	

	(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dalam hal Pemegang Polis akan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. menambah produk asuransi tambahan; 
	
	
	

	b. mengambil cuti Premi atau Kontribusi;
	
	
	

	c. menaikkan besaran uang pertanggungan; dan/atau
	
	
	

	d. melakukan penarikan Nilai Tunai.
	
	
	

	(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengalokasikan bagian Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Ketentuan mengenai Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
	
	
	

	Strategi Investasi
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 1
	
	
	

	Umum
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 15
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i.
	
	
	

	(2) Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e sampai dengan huruf i.
	
	
	

	(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah membentuk Subdana yang memiliki strategi investasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf i, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memastikan bahwa Bank Kustodian dapat melakukan penatausahaan atas seluruh underlying investment Subdana tersebut. 
	
	
	

	(4) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi atas strategi investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
	
	
	

	(5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja investasi PAYDI, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi atas strategi investasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
	
	
	

	(6) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan dokumentasi atas evaluasi strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
	
	
	

	(7) Penerapan strategi investasi dan kinerja investasi pada PAYDI wajib dievaluasi oleh fungsi investasi dan dibahas bersama dengan komite investasi, paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam notulen.
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 2
	
	
	

	Pelaksanaan Strategi Investasi
	
	
	

	Pasal 16
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Pelaksanaan strategi investasi pada PAYDI dilakukan melalui penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
	
	
	

	(2) Penempatan investasi atas aset Subdana bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, selain memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan aset dan liabilitas bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
	
	
	

	(3) Penepatan investasi atas aset Subdana dilakukan sesuai dengan strategi investasi dari masing-masing Subdana.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat
	
	
	

	Perhitungan NAB
	
	
	

	Pasal 17
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Penghitungan NAB dari setiap Subdana baik yang dinyatakan dalam unit maupun bukan unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan Bank Kustodian.
	
	
	

	(2) NAB per unit pada Subdana yang dinyatakan dalam unit harus memenuhi ketentuan:
	
	
	

	a. penghitungan NAB per unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; 
	
	
	

	b. pada saat pembentukan Subdana untuk pertama kali, NAB per unit ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk PAYDI dalam rupiah atau sebesar 1 (satu) untuk PAYDI dalam mata uang asing; dan
	
	
	

	c. setiap Subdana hanya dapat memiliki 1 (satu) NAB per unit pada setiap hari perhitungan NAB per unit.
	
	
	

	(3) Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan aset dan liabilitas bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. 
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kelima
	
	
	

	Biaya
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 18
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Biaya yang dilarang dibebankan secara langsung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi: 
	
	
	

	a. biaya pemasaran, termasuk biaya iklan, pencetakan, dan distribusi media pemasaran;
	
	
	

	b. biaya jasa tenaga ahli; dan
	
	
	

	c. biaya operasional lain dalam rangka pengelolaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah secara umum.
	
	
	

	(2) Biaya yang dapat dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi: 
	
	
	

	a. biaya asuransi untuk produk dasar; 
	
	
	

	b. biaya produk asuransi tambahan, jika ada;
	
	
	

	c. biaya akuisisi; 
	
	
	

	d. biaya administrasi Polis Asuransi; 
	
	
	

	e. biaya pengalihan dari satu Subdana ke Subdana lainnya; 
	
	
	

	f. biaya penarikan sebagian dana; 
	
	
	

	g. biaya pembatalan atau pengakhiran Polis Asuransi; dan/atau 
	
	
	

	h. biaya lainnya yang terkait langsung dengan Polis Asuransi dan tercantum dalam Polis Asuransi.
	
	
	

	(3) Biaya yang dapat dibebankan kepada Subdana meliputi biaya yang secara langsung dibebankan dalam pengelolaan Subdana
	Biaya yang dapat dibebankan kepada Subdana antara lain meliputi biaya pengelolaan investasi, beban pajak, biaya kustodian, dan biaya administrasi rekening.
	
	

	(4) Biaya yang dapat dikenakan dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta membatalkan Polis Asuransi dalam periode mempelajari Polis Asuransi meliputi:
	Cukup jelas.
	
	

	a. biaya bea materai;
	
	
	

	b. biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi;
	
	
	

	c. biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei, jika ada;
	
	
	

	d. Premi atau Kontribusi risiko yang sudah berjalan; dan 
	
	
	

	e. kerugian investasi, jika ada
	
	
	

	(5) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak membatalkan pertanggungan atau kepesertaan setelah masa pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat dibebankan biaya dengan cara mengurangi Nilai Tunai, sesuai dengan Polis Asuransi.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keenam
	
	
	

	Penggunaan Layanan Kustodian
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 19
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian. 
	
	
	

	(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, kecuali hubungan pihak terkait tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
	
	
	

	(3) Rekening atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah pada Bank Kustodian wajib dipisahkan untuk setiap Subdana.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 20
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan kepada perjanjian penggunaan layanan kustodian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan Bank Kustodian.
	
	
	

	(2) Perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
	
	
	

	a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia;
	
	
	

	b. paling sedikit memuat:
	
	
	

	1. identitas masing-masing pihak; 
	
	
	

	2. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
	
	
	

	3. tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak; 
	
	
	

	4. ketentuan yang mengatur bahwa Bank Kustodian menatausahakan aset Subdana atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah secara terpisah untuk setiap Subdana, termasuk penghitungan NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa, sesuai dengan permintaan atau instruksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan penatausahaan aset dimaksud; 
	
	
	

	5. imbalan atas jasa yang diberikan masing-masing pihak; 
	
	
	

	6. jangka waktu perjanjian; dan 
	
	
	

	7. ketentuan pengakhiran perjanjian.
	
	
	

	(3) Berdasarkan perjanjian penggunaan layanan kustodian, penatausahaan Subdana yang dilakukan Bank Kustodian, paling sedikit meliputi:
	
	
	

	a. memberikan jasa penitipan dan kustodian untuk aset Subdana dalam bentuk surat berharga yang bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan serta jasa penatausahaan sehubungan dengan seluruh aset Subdana; 
	
	
	

	b. mencatat aset Subdana atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk setiap Subdana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pencatatan aset dimaksud; dan 
	
	
	

	c. menghitung NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa dan menyampaikannya kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
	
	
	

	(4) Dalam melakukan perjanjian penggunaan layanan kustodian dengan Bank Kustodian, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan:
	
	
	

	a. penilaian atas kelayakan Bank Kustodian; dan 
	
	
	

	b. pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bank Kustodian,
	
	
	

	dalam menatausahakan aset PAYDI.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 21
	Cukup jelas.
	
	

	Seluruh pembukuan dan catatan penting wajib disimpan dan dipelihara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan Polis Asuransi, yang berkaitan dengan:
	
	
	

	a. penutupan asuransi untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta, termasuk pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat asuransi;
	
	
	

	b. laporan yang terkait dengan PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala bagi perusahaan perasuransian; dan 
	
	
	

	c. pengelolaan investasi PAYDI,
	
	
	

	paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya pertanggungan atau kepesertaan kecuali diatur berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketujuh
	
	
	

	Laporan Kinerja Subdana
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 22
	
	
	

	1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyusun laporan kinerja Subdana untuk masing-masing Subdana:
	Cukup jelas.
	
	

	a. untuk pertama kali laporan kinerja Subdana disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Subdana dipasarkan; dan 
	
	
	

	b. secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali,
	
	
	

	dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.
	
	
	

	2. Laporan kinerja Subdana harus memuat paling sedikit:
	
	
	

	a. informasi mengenai perusahaan;  
	Cukup jelas.
	
	

	b. nama Subdana;
	Cukup jelas.
	
	

	c. periode laporan;
	Cukup jelas.
	
	

	d. informasi mengenai profil Subdana:
	Cukup jelas.
	
	

	1. jenis strategi investasi; 
	
	
	

	2. penjelasan mengenai tujuan/strategi termasuk persentase alokasi aset Subdana;
	
	
	

	3. investasi, sektor industri dari portofolio investasi Subdana;
	
	
	

	4. kategori risiko dari Subdana; 
	
	
	

	5. nama pengelola investasi; 
	
	
	

	6. nama Bank Kustodian; 
	
	
	

	7. tanggal pembentukan Subdana; 
	
	
	

	8. NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit; 
	
	
	

	9. mata uang; dan 
	
	
	

	10. frekuensi valuasi NAB;
	
	
	

	e. informasi kinerja dan subdana
	Cukup jelas.
	
	

	1. total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan;
	
	
	

	2. komposisi masing-masing jenis investasi pada akhir periode laporan;
	
	
	

	3. daftar rincian investasi, yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% (delapan puluh persen) total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama pihak penerbit/penerima investasi, dan informasi mengenai ada atau tidaknya Pihak Terkait;
	
	
	

	4. perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit: 
	
	
	

	a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun dalam jangka waktu paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan 
	
	
	

	b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
	
	
	

	f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi yang dijadikan dasar atas Subdana. 
	Cukup jelas.
	
	

	g. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana; 
	Cukup jelas.
	
	

	h. informasi kinerja acuan berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4;
	Cukup jelas.
	
	

	i. pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI. 
	Pernyataan peringatan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.
	
	

	3. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan kinerja Subdana kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan; dan 
	
	
	

	b. menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedelapan
	
	
	

	Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 23
	
	
	

	(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta PAYDI: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. secara berkala paling sedikit: 
	
	
	

	1. setiap periode pembayaran Premi atau Kontribusi berkala dalam hal periode pembayaran kurang dari 3 (tiga) bulan; atau
	
	
	

	2. setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Premi atau Kontribusi berkala dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih, atau pembayaran Premi atau Kontribusi secara sekaligus. 
	
	
	

	(2) setiap pembayaran penambahan Premi atau Kontribusi tunggal; dan 
	
	
	

	(3) setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	
	
	

	(2) Laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik, situs web, dan/atau aplikasi dalam jaringan, atas persetujuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai melalui situs web atau aplikasi dalam jaringan, Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi lainnya sesuai periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal terdapat kendala penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai menggunakan surat elektronik dan/atau sistem elektronik, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan laporan tersebut dalam bentuk cetak.
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Pelaporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: 
	
	
	

	a. nama Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; 
	Cukup jelas.
	
	

	b. periode laporan; 
	Cukup jelas.
	
	

	c. nama produk;
	Cukup jelas.
	
	

	d. uang pertanggungan; 
	Cukup jelas.
	
	

	e. saldo awal Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana; 
	Cukup jelas.
	
	

	f. pembayaran Premi atau Kontribusi; 
	Cukup jelas.
	
	

	g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan; 
	Cukup jelas.
	
	

	h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;
	Cukup jelas.
	
	

	i. rincian biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); 
	Cukup jelas.
	
	

	j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana; 
	Cukup jelas.
	
	

	k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah memperhitungkan biaya-biaya; 
	Cukup jelas.
	
	

	l. informasi mengenai konsekuensi apabila Premi atau Kontribusi tidak dibayarkan selama periode tenggang pembayaran Premi atau Kontribusi;

	Periode tenggang juga dikenal dengan istilah grace period.

	
	

	m. informasi mengenai hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk mengajukan permohonan cuti Premi atau Kontribusi beserta konsekuensi dari hak cuti Premi atau Kontribusi; 
	Cukup jelas.
	
	

	n. informasi mengenai perubahan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada periode yang akan datang, apabila ada; dan 
	Cukup jelas.
	
	

	o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, informasi mengenai Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k ditambahkan informasi mengenai NAB per unit dan jumlah unit dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedelapan
	
	
	

	Sanksi Administratif
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 24
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), ayat (4), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
	
	
	

	a. peringatan tertulis; 
	
	
	

	b. larangan untuk memasarkan PAYDI; dan/atau 
	
	
	

	c. penurunan tingkat kesehatan.
	
	
	

	(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. 
	
	
	

	(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 25
	Cukup jelas.
	
	

	Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB IV
	
	
	

	PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PAYDI
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 26
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Tata cara persetujuan dan pelaporan PAYDI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
	
	
	

	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, dan format persetujuan dan pelaporan PAYDI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB V
	
	
	

	KETENTUAN LAIN-LAIN
	
	
	

	Pasal 27
	
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk: 
a. mendukung kebijakan nasional; 
b. menjaga kepentingan publik; 
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau 
d. menjaga persaingan usaha yang sehat. 
Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.
	
	

	
	
	
	

	BAB VI
	
	
	

	KETENTUAN PERALIHAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 28
	Cukup jelas.
	
	

	(1) Pertanggungan atau kepesertaan yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan berakhir. 
	
	
	

	(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan PAYDI sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dapat tetap memasarkan PAYDI.
	
	
	

	(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan PAYDI sebelum POJK ini diundangkan namun belum memenuhi ketentuan modal inti dapat tetap memasarkan PAYDI sampai dengan 31 Desember 2028.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB VII
	
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 29
	Cukup jelas.
	
	

	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PAYDI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 30
	
	
	

	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
	
	
	

	a. Ketentuan pemasaran PAYDI tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
	Ketentuan mengenai pemasaran PAYDI tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen antara lain mengatur kewajiban perekaman oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam hal menggunakan saluran komunikasi pribadi.
	
	

	b. Ketentuan pemasaran PAYDI sebagaimana diatur dalam Romawi V huruf A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Ketentuan mengenai perekaman selama proses pemasaran yang dilakukan secara tatap muka sebagaimana diatur dalam Romawi V huruf A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	

	
	
	
	

		Pasal 31
	Cukup jelas.
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	
	
	

	
	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	
	
	

	
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
	
	
	

	KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



FRIDERICA WIDYASARI DEWI
	
	
	

	
	
	
	

	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

	
	
	

	
	
	
	

	MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
	
	
	






